dak ada istilah pengedar. Di situ
yang ada hanya “menyerahkan”,
di mana konsteks dan kono-
tasinya sudah berbeda. “Contoh-
nya begini, misalnya saya punya
barang kemudian saya serahkan
ke seseorang itu namanya
menyerahkan. Berarti saya bukan
pengedar. Nah kalau seseorang
itu membeli barang dari saya itu
disebut pengedar karena ada nilai
profitnya. Itu bedanya menye-
rahkan dan pengedar,” jelas Edi
mencontohkan.

Contoh lainnya, dalam U
Narkotika, untuk membukfiKa
seseorang yang dlt o kap
terbukti memenuhi paé
ada perpanjangan w.
tiga hari. Waktu ter
gunakan untuk mela
laboratorium. Ber
kasus kriminal/la
hanya memerlt
hari untuk pen
yang terkadan g
deg-degan mex
laboratorium,” |

BEDA DENGAN K§

Dalam upay
hanan, juga
seperti halnyald
lainnya. Itulah
hami oleh ter .
misalnya seorang, fi
mengaku telah, ‘m

berangkat dari barangnya ~

baru pada perbuatannya. Meslq

pun seseorang tertangkap sedang
memakai, namun ketika tes urine

ba, barang yang tersisa ]uga ter-
bukti palsu setelah diuji labora-
torium, maka seseorang tersebut
tak bisa ditahan karena belum
ada bukti yang mendukung.
Meski demikian tes urine tidak
serta merta bisa dijadikan alat
buki yang sah seseorang itu
menggunakan narkoba atau
tidak. Pembuktiannya harus ada

pada tes laboratorium yang
kualifikasinya ada pada alat bukti
berbentuk surat. Kalau alat bukti
surat laboratorium sesuai dengan
pengakuan seseorang bahwa dia
memang menggunakan narkoba,
jelas bisa langsung ditahan.

Juga sekalipun alat bukti surat
tidak membuktikan seseorang
memakai, namun seseorang itu
dalam penyxdjkan memakai
narkoba, juga bisa langsung

lab oratorlum terbu

= enggunakan, ya kena,” imbuh

Edi lagi.
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kan anggota kita dulu. Dengan
elakukan “pembersihan” ke
al maka masyarakat akan
dap kita,” paparEdi.
yang dipimpin
kapolda, Polda

------

sekarang sedang dalam proses
disidangkan ke pengadilan. Satu
orang anggota berpangkat kompol
dan 10 berpangkat bintara sudah
dipecat dari anggota Polri, dan sa-
tu orang berpangkat AKBP sedang
dalam proses. “Jadi di Polda Jambi
ini tak ada ampun bagi siapapun
termasuk anggota,” tegas Edi.

[bud]

”Caranya a damgamembersﬂ'l-

Pemberantasan illegal logging
tidak semudah menebang,
menggergaji dan menjual

kayunya. Tak cukup
memldalkan polisi, harus ada

‘—upava pemberantasan mafia

ﬁaﬂﬂm

menjadi rahasia lagi,

praktek  mafia
n bisa meloloskan
sepert1 kasus illgal

]ambi, Kombes

h capek-capek




POLDA JAMBI

DA

nangkap para pelaku, tapi vonis
pengadilan itu sangat rendah. Ma-
lah ada yang dibebaskan,” katanya.

Dijelaskan bahwa secara umum
pemberantasan illegal logging di
Jambi tidak ada masalah dan men-
dapat dukungan dari masyaraka
Walaupun ada sebagian masy,
kat yang tidak menduk
dikarenakan mata pencafi

Allorante, mulai
muspida, LSM da
semuanya menduku

Pada saat ini, pmg
dikatakan hamp'
illegal loggmg
illegal logging 3
“Selama saya di
logging sels
tuntaskan,” terang

Diakui, bahwa pi

mendukung tuga
Dirreskrim yang st
satu tahun. Sebaluj
men]abat sebagai Ka

vang ada maupun 'pen]ahwf
penebang liar dan cukong f‘c“ukong;-
sudah tidak asing lagi.
Terkait masalah illegal 1

yang vonis hukumannya sdmgat
rendah bahkan ada yang dibebas-
kan, Menurut Allorante hal itu
memang ada, dan sempat menda-
patkan protes baik dari masyarakat

habis siapa pun yang terlibat da-
lam fllegal logging. Sehinggas d}i
illeg

propm51 Jambi tak ada 1ag1 leg
~loggin

Beber awaktu lalu, k'xm ,&,116’5
rante,. lemang  pernah ada
beberapa Kapelda.dipanggil oleh

Hahis lllegal Loggmg

“Sekarang,sudah beberapa kali
dengar pendapat dengan komisi ITI
IPR R1, aThamdulillah... dari Jambi
tidak-pernah diundang lagi,” kata
Allorante.

Resepnya apa?

mupun LoV ™ Ya.. begitulah, Kalau
saya lihat kadang LSM itu tidak
murni menyuarakan aspirasi
rakyat. Tidak murni sebagai control
sosial, karena ada motif-motif lain,”
jelasnya.

Ternyata, kompleksitas permasa-
lahan yang melingkupi illegal
logging ini, tidak menyurutkan
niatan Ditreskrim Polda Jambi
untuk terus menggasak membabat

Kapolri termasuk Kapolda Jambi,
Riau, Kalti, Kalsel, dan Kapolda
Kalbar, yang menegaskan bahwa
akan ada operasi di lima daerah
yang potensial terhadap illegal
logging. Jadi, berawal dari itulah
kita mulai gencar-gencarnya
terhadap illegal logging yang
ternyata mendapat dukungan dari
masyarakat, pemerintah dan
Mabes Polri.

Ya itu tadi, secara umum kita
sudah kenal masyarakatnya. Bapak
Kapolda turun langsung ke
lapangan. Nah, dengan pengawas-
an yang sangat ketat dari pimpinan,
akhirnya semua bisa dituntaskan.
Dan kebetulan di sini punya dua
armada helicopter. Sehingga
dengan leluasa kita bisa memantau
langsung ke taman-taman nasional
yang ada di Jambi. [bud]
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